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ANDI MUHAMMAD YOGI (B111 12 149), dengan judul skripsi 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam 
Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)” 
dibawah bimbingan Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H sebagai 
Pembimbing I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
dalam perkara delik penggunaan senjata tajam yang dilakukan  oleh anak  
dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap delik penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di 
bawah umur dalam perkara Putusan No.131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar.  
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan 
wawancara langsung terhadap Hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
Data sekunder diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku  
dan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan karya tulis 
ilmiah lainnya. Data primer di kumpulkan dengan jalan wawancara langsung 
dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana 
dalam Putusan No.131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks telah sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN 
No.78/1951). (2) Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, 
majelis hakim memiliki banyak pertimbangan sehingga terdakwa harus 
mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana penjara selama 5 
(lima) bulan dikurangi selama anak tersebut ditahan dan membayar biaya 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan 
dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, 
misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian 
dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Semua 
jenis tindak pidana ini diatur dalam KUHP di Indonesia. Kejahatan yang 
terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum 
positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam 
KUHP bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak 
pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri 
dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum 
mengenai hak penguasa menerapkan hukum. 
Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah sebuah 
fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan 
senjata tajam baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat 
umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab 
timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam di 






pasti angka tentang perdagangan senjata tajam, legal maupun ilegal sulit 
diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat 
tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata tajam kurang tertib 
diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata 
tajam yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata tajam 
ilegal sulit sekali untuk dilacak. 
Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun 
dengan senjata tajam yang terjadi di kota Makassar ini memang sangat 
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga 
menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan 
tersebutpun tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami 
dan merasakannya, mulai dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan, 
seperti guru, dosen, dan lain-lain, pengusaha, bahkan kalangan aparat 
penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri. 
Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja 
seperti yang kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan-kejahatan tersebut 
justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali 
lalu lalang kendaraan. Pelakunyapun bukan hanya orang dewasa saja, 
tapi sekarang sudah banyak anak yang memiliki dan menggunakan 
senjata tajam secara tanpa izin dan tentunya tanpa izin itu akan sangat 






Anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itulah anak 
memperoleh perhatian yang luar biasa tidak saja oleh negara akan tetapi 
masyarakat dunia. Begitu pentingnya anak maka semua negara-negara  
di dunia berfikir untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik 
untuk anak. 
Sejarah perhatian masyarakat dunia terhadap anak dapat ditelusuri 
mulai dari perhatian yang mendalam serta berkat usaha seorang yang 
bernama Eglantine Jebb yang telah membuat rancangan Deklarasi Hak 
Anak (Declaration of the Rights of the Child) sebanyak 10 (sepuluh) butir 
yang selanjutnya pada tahun 1924 Deklarasi Hak Anak tersebut diadopsi 
oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan Deklarasi Jenewa, dan 
setelah mengalami perjuangan panjang sampai akhirnya melalui 
Perserikatan Bangsa-Bangsa disepakati adanya Konvensi Hak Anak 
(Convention on the Rights of Child) yang merupakan ketentuan yang 
berlaku sebagai hukum internasional. 
Perhatian terhadap perlindungan anak di Indonesia sendiri dapat 
ditelusuri mulai dari apa yang telah diamanatkan Pembukaan Undang- 
Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat) yang antara lain  menyebutkan,” 
,… kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 






dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu,..” dari rumusan 
tersebut diketahui perhatian terhadap anak juga merupakan bagian dari 
tujuan negara. 
Implementasi dari tujuan negara berkaitan dengan perlindungan anak 
dibidang hukum dapat diketahui dari telah dibuatnya berbagai peraturan 
perundangan yang telah pula mengadopsi ketentuan internasional antara 
lain Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak maupun 
Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Berbagai ketentuan yang telah diundangkan di Indonesia tersebut 
merupakan bukti betapa besar perhatian negara Indonesia terhadap anak 
tanpa terkecuali terhadap anak nakal. 
Memahami perilaku anak tidaklah semudah membalikkan tangan, 
kesalahan-kesalahan penanganan terhadap anak nakal sering dilakukan 
karena tindakan anak nakal dipandang atau setidak-tidaknya disamakan 
dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak nakal 
sebagai pelaku tindak pidana mempunyai karakteristik sendiri, untuk itu 
penanganannya haruslah dilakukan secara hati-hati. Sebagai anak, 
pikiran dan kehendaknya belumlah sempurna sehingga belum dapat 
menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan oleh karena itu  






lingkungan sekitarnya sehingga dominasi lingkungan telah membuat  
anak berperilaku tidak sebagaimana yang diharapkan. 
Keluarga dan selanjutnya lingkungan masyarakat merupakan tempat 
bertumbuhnya anak baik dari segi jasmani maupun rohani seharusnya 
merupakan pihak pertama yang paling bertanggungjawab terhadap 
pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak.Untuk itu 
segala bentuk ketidakmampuan mendidik anak yang mengakibatkan 
terjadi penyimpangan perilaku anak, terhadap anak tersebut haruslah 
dipandang sebagai korban. 
Filosofi dasar perlakuan terhadap anak nakal adalah untuk 
kepentingan terbaik anak (the best interest of the child), namun 
kenyataannya perilaku masyarakat akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, 
betapa masyarakat begitu mudahnya menghakimi orang yang diduga 
sebagai pelaku tindak pidana tanpa memandang bulu. Tidak peduli 
apakah pelaku yang diduga tersebut sudah dewasa atau masih anak- 
anak. 
 
Fenomena lain yang ada dalam masyarakat adalah selain begitu 
mudahnya memberikan penghakiman sendiri, yang tentunya sangat 







mengutamakan penyelesaian-penyelesaian alternatif (baik melalui 
musyawarah keluarga, musyawarah desa ataupun adat) dalam 
penyelesaian perkara. Masyarakat juga begitu mudahnya menggunakan 
lembaga pidana sebagai pilihan pertama dalam menangani perkara. 
Benar pilihan ini sejalan dan sesuai dengan hukum akan tetapi hal ini 
tentunya bertolak belakang dengan ide pemidanaan sebagai ultimum 
remedium, sebagai upaya terakhir apabila segala upaya yang ditempuh 
sudah dipandang tidak mampu lagi menyelesaikan. Seharusnya 
penyelesaian alternatif yang dalam istilah Barda Nawawi disebut  Mediasi 
Penal yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan,1lebih didahulukan daripada penggunaan 
lembaga pidana. Celakanya terhadap anak nakal tanpa terkecuali juga 
diperlakukan demikian. 
Bentuk-bentuk kenakalan yang semakin bervariasi tentulah sangat 
memprihatinkan, oleh karena itu jika kebijakan penal harus terpaksa 
diinginkan, maka kebijakan penal yang digunakan dalam menangani 
anak nakal tentulah harus dilakukan ekstra hati-hati mengingat kebijakan 
penal tersebut justru dapat kontra produktif dari tujuan yang hendak 




1Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal,”Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan”, Pustaka 






Jika demikian kalaulah pemidanaan harus dijatuhkan, perlu disadari 
penjatuhan pidana adalah merupakan proses rangkaian tindakan represif 
dari sistem penegakan hukum pidana, dan dalam kasus anak nakal 
filosofi penjatuhan pidananya sangat berbeda dengan orang dewasa, 
sehingga justru karena itu sangatlah wajar anak nakal mendapatkan 
perlakuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. 
Indonesia sebagai salah satu negara modern telah menggunakan 
konsepsi baru fungsi pemidanaan yaitu sebagai upaya rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial yang dikenal dengan ”Pemasyarakatan“. Namun bagi 
anak nakal diperlukan lebih dari reintegrasi dan rehabilitasi sosial. 
Titik sentral penanganan anak nakal bertitik tumpu di tangan hakim 
anak, hakim anaklah sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang 
mempunyai peran besar mengemban amanat penanganan anak nakal 
berdasarkan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). 
Undang-undang  memberikan  peran  aktif  dan  dominan  kepada hakim 
anak dalam proses pemidanaan, dibandingkan dengan peran penyidik, 
penuntut umum.2 
Peran hakim yang besar dalam menangani perkara anak 
berkonsekwensi, hakim anak tersebut benar-benar harus memahami 
kepentingan terbaik anaklah yang terutama (the best interest of the child). 
 
2 Paulus Hadisuprapto,” Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang “ 
Kumpulan Pidato Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Badan Penerbit Univesitas Diponegoro, 






Putusan yang diambil haruslah dapat memberikan keadilan sehingga 
berguna dan bermanfaat bagi anak. 
Setiap putusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan benar, 
sanksi apa yang seharusnya dijatuhkan kepada anak nakal, mengapa 
sanksi tersebut dipilih dan apa tujuannya serta berbagai pertimbangan 
yang pada pokoknya demi kepentingan anak itu sendiri. 
Dalam proposal ini penulis hendak meniliti tentang kenakalan anak 
dalam hal kepemilikan senjata tajam yang menjadi sebuah tindak pidana 
karena dilakukan secara tanpa izin dan hak yang resmi. Penelitian ini 
selanjutnya akan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Makassar 
Nomor 131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks yang merupakan kasus tentang 
kepemilikan senjata tajam oleh anak  yang terjadi di Kota Makassar. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana materil terhadap tindak 
pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam 
oleh anak? 
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan 
putusan pemidanaan terhadap tindak pidana membawa atau 






C. Tujuan Penelitian 
 
 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam 
yang dilakukan oleh anak. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan pemidanaan secara tanpa hak membawa atau 
menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para 
praktisi hukum ketika ingin menerapkan sanksi kepada pelaku tindak 
pidana, khususnya bagi anak anak dibawah umur dalam proses 
penegakkan hukum terkhusus di Kota Makassar. Dapat memberikan 
pemahaman kepada masyarakat umum tentang berbagai informasi 
yang berkaitan dengan tindak pidana, bentuk pemidanaan bagi 
pelaku tindak pidana dan terutama tentang penerapan bentuk 
pemidanaan yang tepat bagi anak dibawah umur yang melakukan 
tindak pidana kepemilikan senjata tajam secara tanpa hak. 
2. Selanjutnya melalui penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan 






kemajuan hukum pidana dan hukum masyarakat pembangunan di 
Sulawesi Selatan, khususnya mengenai penerapan pemidanaan  
yang tepat bagi anak yang memiliki senjata tajam secara tanpa hak, 
agar efek jera dari proses pemidanaan dapat tercapai dan tingkat 
kejahatan berkurang. 
3. Dapat dijadikan informasi untuk dunia pendidikan yang akhirnya 
dapat menjadi referensi untuk dilakukannya penelitian-penelitian baru 
yang mengenai penerapan pemidanaan yang tepat bagi anak 
dibawah umur yang melakukan tindak pidana memiliki senjata tajam 
secara tanpa hak dikemudian hari, bagi para akademisi dan 












A. Definisi Tindak Pidana 
 
a. Pengertian Tindak Pidana 
 
Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah 
stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 
mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa 
pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana 
merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar 
dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran 
dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak 
pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 











Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan 
pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk 
mengalihkan bahasa dari istilah asing stratbaar feit namun belum 
jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah sratfbaar feit 
dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga 
oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan 
terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar 
mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan 
pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal 
istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar 
norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim 
agar dijatuhi pidana. 
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu 
kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan 
suatu kejahatan.Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara 
keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus 
berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan 
(dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan 
sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena 
seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat 






harus bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang 
telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti 
benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah 
dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi 
hukuman pidana  sesuai dengan pasal yang mengaturnya.4 
 
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 
Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur- 
unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan 
sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah 
melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-
undang.Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada 
umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari 
unsur subjektif dan unsur objektif. 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk 
ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 















dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana 
tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.5 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
 
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP; 
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 











Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 
KUHP. 
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur 
tindak pidana sebagai berikut:6 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
 
2. Bertentangan dengan hukum 
 
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah 
 




B. Anak dan Anak Nakal 
 
a. Pengertian Anak 
 
Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah 
keturunan kedua setelah ayah dan ibu.7Sekalipun dan hubungan 
yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, 
sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan 
dalam pengertian  Hukum Perkawinan Indonesia, anak  yang   belum 
rnencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama  mereka 
6DR. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004. Hal 88 






tidak dicabut dari kekuasaan.8Pengertian ini bersandar pada 
kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun 
belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori 
anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, 
maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perundang-undangan. 
Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah 
kawin.9Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, 
anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun 
yang diduga melakukan tindak pidana.10Sementara dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal   98 ayat (1) dikatakan bahwa batas usia anak 
yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, 
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau 
belurn pernah melangsungkan perkawinan.11Adapun  pengertian  








8Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47. 
9Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat 2. 
10Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 3. 
11Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat 
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 






adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan 
perbuatan tindak pidana sebelum umur 16 (enam belas) tahun.12 
Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah setiap 
manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan 
undang-undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia 
dewasa telah mencapai Iebih awal.13Dengan demikian pasal ini 
mengakui   bahwa   batas   usia  kedewasaan   dalam  aturan  hukum 
sebuah negara mungkin berbeda dengan ketentuan KHA. Dalam 
kasus ini Komite Hak Anak menekankan agar negara meratifikasi 
KHA menyelaraskan peraturan-peraturan hukumnya dengan KHA. 
Dari pengertian ini tidak terlihat permulaan atau dimulainya status 
anak. Apakah sejak anak tersebut lahir, ataukah sejak anak tersebut 
masih dalam kandungan ibunya. Dalam hal ini KHA tidak 
menyebutkan secara tegas. Tetapi dalam bagian mukadimah, 
dinyatakan bahwa anak dikarenakan ketidakmatangan jasmani dan 
mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus 
termasuk  perlindungan  hukum  yang  layak  sebelum  dan sesudah 





12Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar 
Grafika, 1993. Hal. 19. 
13KHA, Pasal 1. 







adalah bahwa negara yang meratifikasi KHA harus memajukan dan 
melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia hingga 
mereka bisa mencapai kematangan mental dan fisik. 
Dalam perkembangan anak diklasifikasikan menjadi beberapa 
bagian. Pertama, anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau 
akibat perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami isteri yang 
sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.15Kedua, anak 
terlantar,  yaitu  anak  yang  tidak  memenuhi  kebutuhannya   secara 
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ketiga, anak yang 
menyandang cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan secara 
fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan 
perkembangan secara wajar. Keempat, anak yang memiliki 
keunggulan, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Atau 
memiliki potensi dan atau bakat luar istimewa. Kelima, anak angkat, 
yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan  kekuasaan 
keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung 
jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut 
kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 
putusan atas penetapan pengadilan. Keenam, anak asuh, yaitu anak 







bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan 
karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu 
menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar.16 
Sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak dikatakan 
bahwa pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan pidana 
atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 
yang bersangkutan. Namun, dalam perkara anak nakal ini hanya bisa 
diajukan ke pengadilan apabila telah mencapai umur 12 (dua belas)  
tahun,  tetapi  belum  mencapai  umur  18  (delapanbelas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana.17Dan  sesuai  asas  praduga   tak 
bersalah, maka seorang anak nakal yang sedang dalam proses 
pengadilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya 
putusan dan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Batas usia 12 tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang 
anak berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, bahwa 
anak yang belum mencapai usia 12 tahun dianggap belum dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
 
16Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1. 
17Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 3. 
 
18M. Nipan Halim, Anak Saleh Dambaan Keluarga, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001. Hal. 21. 





Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Pasal 1 (3) 
bahwa anak yang dapat diajukan ke pengadilan adalah anak yang 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
Dalam GBHN telah dijelaskan bahwa anak merupakan generasi 
penerus bangsa dan sumber insan bagi pembangunan nasional, 
maka harus diperhatikan dan dibina sedini mungkin agar menjadi 
insan yang berkualitas dan berguna bagi bangsa. Dan  walaupun 
anak dilahirkan oleh orang tua, namun pada hakekatnya anak 
merupakan   individu   yang   berbeda   dengan   siapapun,  termasuk 
dengan kedua orang tuanya. Bahkan anak memiliki takdirnya sendiri 
yang belum tentu sama dengan orang tuanya.18Dengan demikian 
maka jelaslah anak merupakan makhluk independen. Hal ini perlu 
disadari   sehingga   orang   tua   tidak   berhak   untuk  memaksakan 
kehendaknya pada anak, biarkan anak tumbuh dewasa dengan suara 
hati nuraninya. Orang tua hanya memantau dan mengarahkan agar 
jangan sampai menyusuri jalan yang sesat.19Orang tua hanya 
berkewajiban  berusaha,  yaitu  agar  anak  tumbuh  dewasa menjadi 
 
20KUHPerdata, Pasal 409. 





kepribadian yang shaleh dengan merawat, mengasuh, dan 
mendidiknya dengan pendidikan yang benar. 
Anak tidak sah, yang oleh hukum positif diistilahkan dengan anak 
luar nikah atau menurut Hukurn Islam disebut dengan anak zina, bila 
disahkan atau mendapatkan lembar pengesahan akan memiliki 
hubungan perdata dengan ibunya maupun dengan ayahnya, 
meskipun  penguasa   anak   tersebut   adalah  walinya.20Hubungan 
keperdataan anak luar kawin terjadi setelah mendapatkan pengakuan 
 
dan ayahnya. Hubungan itupun hanya terbatas sampai hubungan 
ibunya dan ayahnya saja. Anak ini tidak memiliki kakek dan nenek 
baik dari garis ayahnya maupun dari garis ibunya terus keatas.21Dan 
pengertian inilah hukum positif membolehkan upaya pengakuan dan 
pengabsahan. 
 
Berkenaan dengan kedudukan anak yang dilahirkan dan 
perkawinan campuran, Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak 
menyatakan apabila terjadi perkawinan campuran antara warga 
Negara Republik Indonesia dengan warga negara asing, anak yang 






kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan 




b. Pengertian Anak Nakal 
 
Pengertian anak nakal telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat2  
UU No. 11 tahun 2012 sebagai berikut: 
Anak Nakal adalah : 
 
a. Anak yang diduga melakukan tindak pidana. 
 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 
bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan 
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Dari ketentuan di atas dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang 
diancamkan terhadap anak lebih luas daripada perbuatan-perbuatan 
yang diancamkan terhadap orang dewasa. Anak dikatakan sebagai 
anak nakal apabila melakukan tindak pidana sebagaimana pula 
diancamkan terhadap orang dewasa selain itu juga terhadap 










Perbuatan yang dilarang bagi anak dapat berupa apa yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan 
hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat artinya 
pelanggaran terhadap hukum hidup/adat/kebiasaan dalam 
masyarakat diakui sebagai delik dalam tindak pidana anak. Maulana 
Hassan Wadong dalam bukunya “Pengantar Advokasi Dan Hukum 
Perlindungan Anak” mengemukakan, bahwa ketentuan kejahatan 
anak atau delinquency anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang 
dilakukan anak  dalam titel-titel  khusus dari  bagian KUHP  dan  atau 
peraturan perundang-undangan.23 
Menurut Sudarto anak nakal adalah:24 
 
1. Yang melakukan tindak pidana. 
 
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang 
tua/wali/pengasuh. 
3. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/sepengetahuan 
orangtua/wali/pengasuh. 
4. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang 
tidak bermoral, sedang anak itu mengetahui hal itu. 
5. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi 
anak-anak. 
 
23Maulana Hasssan Wadong, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Grasindo, Jakarta, 
2000. Hal. 21 






6. Yang seringkali menggunakan kata-kata kotor. 
 
7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak 
baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak 
itu. 
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yang 
dimaksudkan dengan anak nakal adalah anak yang melakukan suatu 
perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh perundang- 
undangan khususnya KUHP, peraturan perundang-undangan diluar 
KUHP, atau melanggar norma-norma yang dilarang bagi anak 





Juvenile berasal dari bahasa latinJuvenile artinya anak anak 
muda. Ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada 
periode remaja.Delinquent berasal dari kata latin “delinquere” yang 
berarti terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya 
menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, 
pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan 






pelanggaran, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda di 
bawah 22 tahun.25 
Ny. Singgih Gunarso dalam bukunya “Psikologi Remaja” 
menyatakan dilihat dari segi aktifitas kenakalan remaja menunjukkan 
ciri-ciri pokok dari kenakalan remaja sebagai berikut :26 
1. Dalam pengertian kenakalan harus dilihat adanya perbuatan atau 
tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan 
pelanggaran nilai-nilai moral. 
2. Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang a-sosial yakni 
dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut bertentangan 
dengan nilai atau norma sosial yang ada dalam lingkungan 
hidupnya. 
3. Kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh 
mereka yang berusia 13-17 tahun dan belum menikah. 
4. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seseorang remaja atau 
dapat dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok remaja. 
 
 
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam suatu tulisannya 
yang berjudul “Kehidupan Remaja dan Masalahnya” membagi dua 
golongan bagi seseorang dikatakan seorang remaja,  ada    golongan 
 
25Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali Press, Jakarta, 1992. Hal. 7. 






remaja muda dan golongan remaja lanjut.27Golongan remaja muda 
(early adolescence) adalah para gadis usia 13-17 tahun sedangkan 
laki-laki berusia 14-17 tahun. Mereka inilah yang disebut dengan 
teenagers. Apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun, 
remaja tersebut lazim disebut golongan muda atau pemuda-pemudi 
(youth). Sikap tindak mereka rata-rata sudah mendekati pola sikap 
dan tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental 
belum sepenuhnya demikian. 
Dari sisi ilmu jiwa kenakalan anak dalam hal ini Ilmu Kesehatan 
Mental maka kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan yang 
mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain yang dianggap 
sebagai kenakalan atau sebagai perbuatan dosa, oleh ajaran agama 
dipandang oleh ahli jiwa sebagai manifestasi dari gangguan jiwa atau 
akibat tekanan batin yang tidak dapat diungkapkan secara wajar. Jadi 
yang dimaksud dengan kenakalan anak-anak baik yang dipandang 
sebagai perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, maupun sebagai 
manifestasi rasa tidak  puas, kegelisahan,  ialah  perbuatan yang 
mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain dan kadang- 
kadang diri sendiri.28 
 
27Kumpulan Artikel dalam Buku Mengenal dan Memahami Masalah Remaja, Penyunting Sanusi, Badri dab 
Syafrudin, Pustaka Antara, Jakarta, 1993. Hal. 9. 
28Paulus Hadi Suprapto, Desertasi, yang berjudul Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal 






Memahami kenakalan anak berarti memahami sebab-sebab 
kenakalan anak. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya  
kenakalan anak menurut Wagiati Soetodjo, perlu diketahui 
motivasinya.29Bentuk dari motivasi sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu 
motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksudkan dengan motivasi 
instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang 
tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi 
ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar seseorang.30 
 
C. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak 
 
Ada beberapa sebab anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya 
sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya 
sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang 
dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai 
dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagian sistem nilai tersebut 
bahkan ada yang satu sama lain saling bertentangan dan 
membingungkan seseorang yang sedang tumbuh dewasa. Penyebab 
berikutnya adalah merosotnya penghargaan masyarakat terhadap anak 
dan remaja. Kemiskinan di lingkungan sosial mereka juga menjadi 
penyebab. 
 
29Wagiati Soetodjo,Hukum Pidana Anak,PT Refika Aditama,Bandung,2006. Hal. 16. 






Terkait hal itu, berikut ungkapan seorang anak didik, sebutan untuk 
anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP). “Saya 
sering diledeki pemuda di kampung karena hanya saya sendiri yang tidak 
punya motor, karena malu sering diledeki akhirnya saya mencuri sebuah 
sepeda  motor”,  tutur  Maman (bukan  nama sebenarnya) remaja berusia 
16 tahun. Kenakalan yang dilakukan Maman membuat ia harus 
mendekam di LP Anak Pria (AP) Tangerang.31Menurut kriminolog 
Universitas Indonesia Purnianti, ketika anak melakukan kenakalan, ia 
bukan hanya berstatus pelaku, melainkan korban. Korban pergaulan, 
korban ekonomi, bahkan korban media.32 
Sebelum kita membahas tentang proses pemidanaan terhadap anak 
di bawah umur pada tingkat penyidikan lebih lanjut, kita akan ketahui 
terlebih dahulu kategori anak yang melakukan tindak pidana yang telah 
diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :33 
1. Anak yang melakukan tindak pidana. 
 
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 
 
 
31http://www.suarapembaruan.com/last/index.html.Diakses pada tanggal 27Desember 2016.Pukul 
19.15 WITA. 
32Purnianti, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Maret 2005.Hal. 87. 






hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan. 
Dan mengenai batasan umur anak yang melakukan tindak pidana 
diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 : 
Pasal 1 ayat 3 
Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak 
adalah sekurang-kurangnya telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi 
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana. 
Pasal 20 : 
Dalam hal anak tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 
berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan 
setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan 
belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, 














Menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, anak di bawah 
umur yang melakukan kejahatan yang memang layak untuk diproses 
adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan diproses secara khusus 
yang berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Tetapi 
pada prakteknya penegakan hukum kepada anak nakal terkadang 
mengabaikan  batas  usia  anak.   
Tegasnya, anak yang melakukan kejahatan jika dia belum berusia 12 
tahun seharusnya tidak diproses secara hukum seperti anak yang telah 
berusia 12 tahun. Bagi anak yang melakukan tindak pidana yang akan di 
ajukan ke sidang pengadilan anak harus ditangani oleh hakim yang 
khusus menangani perkara anak dan petugas-petugas yang khusus 
menangani perkara anak. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 
sampai 12 Undang-Undang No.11 tahun 2012 :35 
 
1. Penyidik adalah penyidik anak. 
 
2. Penuntut umum adalah penuntut umum anak. 
 
3. Hakim adalah hakim anak. 
 
4. Hakim banding adalah hakim banding anak. 
 





35Ibid. Pasal 1, angka 8 sampai 12. 
 
31 
Dalam pelaksanaannya sidang pengadilan bagi anak adalah tertutup 
dan suasana pada sidang anak harus menimbulkan keyakinan pada anak 
dan orang tua bahwa hakim ingin membantu memecahkan  masalah 
pada anak, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 22, Pasal 54 dan 
Pasal 55 Undang-Undang No.11 tahun 2012 :36 
 
 Pasal 22 
 
 
Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, 
advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya  serta petugas lain dalam 
memeriksaperkara anak, anak korban atau anak saksi tidak memakai 
toga atau atribut kedinasan. 
Pasal 54 
 




1. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau 
pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan 








2. Dalam hal orang tua/wali atau pendamping tidak hadir, sidang tetap 
dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. 
3. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), maka sidang anak batal demi hukum. 
Dalam hal jenis pidana dan berat ringannya pidana pada anak yang 
melakukan tindak pidana dapat dilihat pada pasal berikut yang diatur oleh 
Undang-Undang No. 11 tahun 2012 :37 
Pasal 70 
 
Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada 
waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat 
dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana 
atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi 
keadilan dan kemanusiaan. 
Pasal 79 ayat (2) menetapkan : 
 
Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak 
paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan 
terhadap orang dewasa. 
 




Perlu diketahui bahwa hukuman yang diancam terhadap tindak 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup untuk orang dewasa 
berbeda dengan hukuman yang diancam terhadap anak yang tercantum 
pada Pasal 81 ayat (6) yang berbunyi : 
Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup untuk 
orang dewasa, maka pidana yang dijatuhkan untuk anak adalah pidana 




D. Pengertian dan Kepemilikan Senjata Tajam 
 
a. Pengertian SenjataTajam 
 
Senjata   adalah   suatu   alat   yang    digunakan    untuk  
melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata 
dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan 
diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat 
digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) 
dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan 






alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh 
lawan.38 
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 
2 huruf e juga disebutkan pengawasan terhadap senjata tajam yang 
berbunyi:39 
Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 
peledak dan senjata tajam. 
Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah 
“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 


















38http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata.Diakses pada tanggal 27Desember 2016. Pukul 20.13 WITA. 
39Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 Ayat  
2 butir e.  
40Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere 






(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, 
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau 
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan 
dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, 
atau senjata penusuk (slag-, steek-, orstootwapen), 
dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 
(sepuluh) tahun. 
(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau 
senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang- 
barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk 
dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan- 
pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan 
melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata 
mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang 
kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). 
 
 
Di   dalam   Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, diatur 






ayat (1) yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata 
dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk 
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan 
melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai 
tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib 
(merkwaardigheid). 
Pisau, golok, kampak, machette, celurit dan bentuk-bentuk 
senjata tajam lainnya awalnya adalah "tools" yang dipakai manusia 
untuk meringankan pekerjaan sehari-hari, pada jaman purbakala, 
alat-alat tersebut berbahan dasar batu, seiring perkembangan waktu 
dan teknologi, mulai dikembangkan dari bahan besi baja, bahkan 
fungsi dan desain mulai dibedakan, mana yang digunakan sebagai 
tools sehari-hari dan mana yang akan dijadikan sebagai edged 
weapon seperti keris atau katana. Pada masau lampau, keris dibuat 
untuk "membunuh orang" tidak ada keris memiliki nilai utilitas sebagai 
alat untuk memotong sayur didapur. Katana pada masa jayanya 
adalah alat berperang dan lambang kehormatan. Tidak ada samurai 
yang menggunakan pedangnya untuk menebang pohon atau 
menggali tanah. Seorang samurai yang menyandang katana di 
pinggangnya punya nilai sentimental yang berbeda dengan seorang 






pinggangnya. Pedang di pinggang samurai sangat pribadi sifatnya. 
Seorang tentara hari ini pegang M-16 dan besok pegang SS-1 tidak 
masalah. Tapi tidak  begitu dengan seorang samurai.41 
Pada masa kini sudah terjadi pergerseran nilai-nilai dari alat-alat 
tersebut. Keris dan katana sudah bergeser nilainya dari  alat 
berperang menjadi collector item dan benda pusaka. Pisau, golok, 
kampak, celurit dari yang tadinya tools /perkakas pada saat-saat 
tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Militer 
jaman sekarang, menggunakan senapan serbu, pistol sebagai 
senjata, sebaliknya pisau bagi mereka adalah utility tools, yang 
digunakan untuk membantu pekerjaan mereka memotong tali, 
memotong kayu, menggali dan sebagainya. 99,9% fungsi pisau 
dalam kemiliteran adalah sebagai tools, 1% nya digunakan sebagai 
senjata kalau kepepet. 
Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 ini dibuat untuk 
mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api, bahan 
peledak dan senjata tajam. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya 












Hanya saja pembuat undang-undang tidak secara tegas 
membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam undang- 
undang darurat ini. Pada Pasal 3 Undang-Undang Darurat No.12 
Tahun 1951 menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat 
dihukum undang-undang ini dipandang sebagai kejahatan. 
Dalam kenyataannya pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang- 
Undang Darurat No.12 Tahun 1951 seperti tertangkap karena 
membawa senjata tajam tidak digolongkan sebagai kejahatan,tetapi 
digolongkan sebagai pelanggaran. Baru digolongkan sebagai 
kejahatan apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk membunuh 
atau menganiaya seseorang. 
Belum lagi pengancaman atau penganiayaan dengan senjata 
tajam merupakan hal yang paling biasa dilakukan oleh masyarakat. 
Oleh karena itu, pengawasan secara berkesinambungan terhadap 
masyarakat yang membawa senjata tajam perlu ditingkatkan lagi. 
Bukan hanya aparat saja akan tetapi sebagai masyarakat perlu ada 





Selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa jenis senjata 
tajam yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu antara 
lain : 
a. Keris 
 Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, 
digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. 
Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, 
dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja dan pada 
waktu tertentu, misalnya : 
• Upacara Pelantikan Raja 
• Upacara Perkawinan 
• Pada Waktu Pengambilan Sumpah 
b. Badik 
 
Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. 
Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, 
dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan suatu 
kejahatan. Berfungsi pula sebagai alat untuk melakukan 
pekerjaan rumah tangga, sebagai barang pusaka, barang kuno 
atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik 
dianggap sebagai bagian dari dirinya, sepertinya kurang  lengkap 








Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga  “POKE” 
adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya 
runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat 
untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk 
berburu. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara- 
upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan 
suatu perbuatan delik. 
d. Celurit 
 
Jenis senjata tajam ini berbentuk pipih dan melengkung yang 
bagian permukaanya tajam. Senjata tajam ini dapat pula 
berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di 
ladang.Tidak jarang juga jenis senjata tajam ini pula digunakan 
untuk melakukan suatu perbuatan jahat. 
e. Kapak 
 
Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah alat yang 
biasanya terbuat dari logam, bermata yang diikat pada sebuah 
tangkai, biasanya dari kayu. Kapak adalah salah satu alat 
manusia yang sudah tua usianya, sama umurnya saat manusia 
pertama kali membuat alat dari batu dan kayu. Zaman dahulu 







zaman besi lalu dibuat dari besi. Kapak sangat berguna dan 
penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas 
pemotong kayu sampai sebagai senjata perang. 
f. Parang 
 
Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa 
bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya 
adalah sebagai alat potong atau alat tebas (terutama semak 




Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah 
panjang. Pedang dapat memiliki dua sisi tajam atau  hanya satu 
sisi tajam saja. Di beberapa kebudayaan jika  dibandingkan 
senjata lainnya pedang biasanya memiliki prestise lebih atau 
paling tinggi. Bilah pedang biasanya dibuat dari logam keras 
seperti besi atau baja. Meski begitu terdapat pedang dari emas 
yang digunakan sebagai hiasan saja. 
h. Busur 
 
Busur adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi 
atau besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Dan menggunakan 
ketapel sebagai pendorong. Di Makassar busur cukup populer di 







pembuatanya juga terbilang cukup murah, maka dari itu mulai  
dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk 
mendapatkanya, dan belakangan ini cukup banyak digunakan 




b. Prosedur Perizinan Senjata Tajam 
 
Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri 
Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 
mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka. 
Tata cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian adalah 
sebagai berikut : 
1. Melengkapi kelengkapan admistrasi yaitu: 
 
a. Fotocopy kartu penduduk 
 
b. Fotocopy kartu keluarga 
 
c. Surat keterangan dokter 
 
d. Surat keterangan hasil psikologi 
 
e. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) 
 
f. Surat pernyataan permohonan 
 







h. Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar dan 2x3 cm 
sebanyak 5 lembar (dasar merah). 





E. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Hakim dalam Memutus Perkara 
 
a. Pertimbangan Yuridis 
 
Hakim yang menangani perkara pidana penyalahgunaan senjata 
tajam sedapat mungkin mengambil tindakan adil dalam menjatuhkan 
hukuman. Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui 
segala latar belakang terdakwa. Dalam mengambil putusan,hakim 
harus benar- benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, 
dan  intelektual terdakwa. 
Berdasarkan pengertian normatif, diketahui yang menjadi dasar 
pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain: 
a. Keadaan psikologis terdakwa pada saat melakukan tindak 
pidana. 
b. Keadaan psikologis terdakwa setelah dipidana. 
 







Pasal 51 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional (Tahun 1999- 
2000), menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim 
mempertimbangkan: 
1. Kesalahan terdakwa. 
 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. 
 
3. Cara melakukan tindak pidana. 
 
4. Sikap batin membuat tindak pidana. 
 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku. 
 
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana. 
 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku. 
 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban 
atau keluarga korban. 
9. Tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, 
asas-asas dan keyakinan yang kukuh yang berlaku di dalam 
masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi,  psikologi 







b. Alasan-Alasan Subjek Pelaku (Alasan Memberatkan dan Alasan 
Meringankan) 
Hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap 
terdakwa yaitu : 
1. Perbuatan tersebut berlebihan bahkan menyamai kejahatan. 
 
2. Terdakwa pernah dihukum. 
 
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 
 
4. Perbuatan terdakwa melanggar hukum. 
 
Sedangkan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana 
terhadap terdakwa yaitu : 
1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatanya. 
 
2. Terdakwa menyesali perbuatannya. 
 
3. Terdakwa belum pernah dihukum. 
 










A. Lokasi Penelitian 
 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar yaitu 
Pengadilan Negeri Makassar, yang terletak di jalan RA. Kartini No. 18, 
Makassar. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena hakim yang 
memutus Putusan Pengadilan No. 131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks masih 




B. Jenis dan Sumber Data 
 
1. Jenis Data 
 
a. Data Primer 
 
Data yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara 
yang dilakukan dengan hakim yang  memutus perkara Putusan 
Pengadilan No. 131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. 
b. Data Sekunder 
 
Data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku, literatur-
literatur dan bahan bacaan lainnya yang ada  relevansinya 







2. Sumber Data 
 
a. Penelitian Kepustakaan (library research) 
 
Data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur- 
literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
penulisan ini, terutama yang berkaitan dengan rumusan masalah 
kedua pada karya skripsi ini, yang merupakan kajian normatif 
terkait dengan urgensi penerapan hukum tindak pidana secara 
tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam yang 
dilakukan oleh anak, khususnya di Kota Makassar. 
b. Penelitian Lapangan (field research) 
 
Untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke 
lapangan mewawancarai narasumber yang menjadi sampel di 
penelitian ini yaitu hakim yang memutus perkara Putusan 
Pengadilan No. 131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. 
 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 
Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang 
diteliti, peneliti menggunakan instrument sebagai berikut : 
1. Wawancara, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan 
mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui 





suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara 
dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman 
wawancara (interview guide) terhadap hakim yang memutus perkara 
Putusan Pengadilan No. 131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. 
2. Dokumentasi yaitu penelusuran data melalui studi kepustakaan untuk 
mengumpulkan data tertulis yang tidak didapatkan melalui instrument 
pengumpulan data lainnya. 
 
 
D. Analisis Data 
 
Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh 
penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan 
teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang  diperoleh 
diperkuliahan dan literatur yang ada, yaitu menganalisis data yang 
diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana 
dikemukakan diatas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan 
dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak 
Pidana Secara Tanpa Hak Membawa atau Menyimpan Senjata 
Tajam oleh Anak. 
 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum 
pidana materil dalam kasus Putusan Nomor 131/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks), maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus 
dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara 
pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini. 
1. Posisi Kasus 
 
Awal mula kejadian pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 sekitar 
pukul 04.30 wita, yang bertempat dijalan Mesjid Al-Fitrah di Jalan Baji 
Rupa, Kota Makassar. Dengan cara pertama-tama, tersangka anak 
lelaki Muhammad Fikril Bin Nawir  mencoba melakukan pencurian 
dan membawa senjata tajam. Lalu, saksi lelaki Yusril yang awalnya 
berada di pos ronda di dekat Mesjid Al-Fitrah dan beberapa warga 
lain mau pulang melewati depan Mesjid Al-Fitrah tiba-tiba ada yang 
mencurigakan di dalam Mesjid Al-Fitrah sehingga lelaki Muhammad 
Fikril Bin Nawir lari dari dalam mesjid sehingga lelaki Yusril mengejar 
dan berhasil menangkap anak lelaki, lalu karena mencurigakan 
sehingga lelaki Yusril membawa pelaku ke Pos Ronda dan 
diinterogasi oleh beberapa warga. Setelah itu, ditemukan 1 (satu) 
anak panah dan 1 (satu) buah ketapel, selanjutnya pelaku anak 
diinterogasi kembali apa yang dilakukan di dalam mesjid dan 
bagaimana caranya masuk ke dalam mesjid. Lalu, dijelaskan oleh 
pelaku anak bahwa akan mengambil kotak amal mesjid dengan cara 
membuka pintu gembok mesjid dengan membakar bagian bawahnya 
hingga terbuka, selanjutnya pelaku anak diminta menunjukkan 
gembok mesjid dan korek api yang digunakan yang ditemukan 
disekitar mesjid. Warga menghubungi Polsek Mamajang untuk 




2. Dakwaan Penuntut Umum 
 
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana 
membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak yang dilakukan 
oleh terdakwa Muhammad Fikril Bin Nawir yang dibacakan pada 
persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : 
 
  PERTAMA 
Terdakwa Muhammad Fikril Bin Nawir, pada hari Rabu Tanggal 
20 April 2016 sekitar pukul 04.30 wita, atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam Bulan April 2016, bertempat di Mesjid Al-Fitrah di 
Jalan Baji Rupa Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, terdakwa dengan niat sudah ada untuk berbuat kejahatan 
dan sudah memulai kejahatan itu tapi perbuatan tersebut tidak 
selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul 
kemudian, tidak terletak pada kemauan terdakwa itu sendiri, telah 
berusaha mengambil barang berupa Kotak Amal Mesjid Al-Fitrah, 
yang sama sekali atau sebagian kepunyaan saksi korban Lk. Yusril 
sebagai pihak dari Mesjid AL-Fitrah atau orang lain selain terdakwa, 
dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, 
yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk 
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 
memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. 
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, anak Lk. 
Muhammad Fikril Bin Nawir bersama temannya berjalan pulang 
kerumah masing-masing, namun anak Lk. Muhammad Fikril Bin 
Nawir melihat di Mesjid Al-Fitrah masih gelap dan sepi maka 
anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir singgah, sementara teman-
temannya langsung pulang kerumahnya. Kemudian anak Lk. 
Muhammad Fikril Bin Nawir bermaksud untuk masuk kedalam 
mesjid melalui gudang, lalu anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir 
mendekati pintu gudang lalu mencoba mencungkil gemboknya 
dengan memakai anak busur/panah, namun tidak bisa terbuka, 
maka anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir mengambil korek gas, 
dan membakar sampai panas lubang tempat anak kuncinya, dan 
sekitar lima menit, gembok itu terbuka, lalu anak Lk. Muhammad 
Fikril Bin Nawir masuk kedalam gudang mesjid, ternyata didalam 
gudang tidak ada pintu masuk kedalam mesjid, dan pada saat itu 
saksi Lk. Yusril bersama Lk. Suriadi  alias Aco lewat didepan 
mesjid dan melihat tanda-tanda mencurigakan didalam mesjid 
lalu mereka melihat masuk kearah mesjid tiba-tiba anak Lk. 
Muhammad Fikril Bin Nawir berlari keluar dari mesjid lalu saksi 
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Lk. Yusril dan saksi Lk. Suriadi alias Aco mengejar dan berhasil 
menangkapnya dan setelah diinterogasi anak Lk. Muhammad 
Fikril Bin Nawir mengakui akan mengambil kotak amal didalam 
mesjid dan uangnya rencana dipakai untuk membeli makanan 
dan lem untuk dihisap. Selanjutnya anak Lk. Muhammad Fikril 




 Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan 
pertama diatas ia anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir, secara tanpa 
hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 
mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk 
atau senjata tajam lainnya berupa 1 (satu) batang anak busur/panah 
dan 1 (satu) buah ketapel yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak Lk. 
Muhammad Fikril Bin Nawir masuk ke Mesjid Al-Fitrah dan 
mencoba untuk mengambil kotak amal mesjid namun perbuatan 
anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir diketahui oleh saksi Lk. 
Yusril dan Lk. Suriadi alias Aco sehingga saksi Lk. Yusril dan Lk. 
Suriadi alias Aco mengejar anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir 
dan berhasil menangkapnya dan setelah diperiksa saksi Lk. 
Yusril menemukan 1 (satu) batang anak panah/busur yang 
terbuat dari besi dan tali rapiah warna hijau serta 1 (satu) buah 
busur terbuat dari besi dengan karet infus warna kuning di dalam 
saku celananya bagian belakang yang diakui anak Lk. 
Muhammad Fikril Bin Nawir sebagai miliknya untuk jaga diri 
tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 
(1) UU No. 12 Tahun 1951 tahun 1951. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
 
Berdasarkan uraian yang diatas, dan berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan  
perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Makassar menuntut supaya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya 
berkenan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai  
berikut : 
1. Menyatakan anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir, bersalah 
melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membawa atau 
menyimpan senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam 




2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Lk. Muhammad Fikril Bin 
Nawir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 
bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan. 
3. Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah anak panah, 1 
(satu) buah busur dirampas untuk dimusnahkan; 
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Komentar Penulis 
 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap 
dalam persidangan, serta berpegang teguh pada hal-hal yang 
dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan 
posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat 
disimpulkan, telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana 
materil maupun hukum pidana formil dan syarat dapat dipidananya 
terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, 
dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, 
termasuk keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah 
keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang 
dilakukannya. Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Negeri 
Makassar menyatakan terdakwa telah mencukupi rumusan delik 
dalam Pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Nomor 12/Drt/1951. 
Berdasarkan putusan perkara No.131/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks, menyatakan bahwa anak Lk. Muhammad Fikril 
Bin Nawir terbukti bersalah melakukan Delik Penyalahgunaan 
Senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
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2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951. 
Berikut merupakan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 : 
“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 
menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata 
pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan 
hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun.” 
Hukum pidana materil merupakan persyaratan untuk dapat 
dipidananya seseorang. Dalam perkara diatas perbuatan terdakwa 
telah terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat 
dakwaan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. 
Adapun unsur - unsurnya sebagai berikut: 
1. Barangsiapa. 
 
Yang dimaksud dengan ”barang siapa” adalah setiap orang selaku 
subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat 
mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sebagai pelaku 
tindak pidana yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian 
identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga 
unsur barang tersebut telah terpenuhi menurut hukum. 
 
2. Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai dan atau memiliki 
senjata tajam/senjata lainnya. 
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Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 
saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti 
maupun petunjuk, bahwa terdakwa membawa, menyimpan, 
menguasai dan atau memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) buah anak 
panah dan 1 (satu) buah busur yang dimana terdakwa tidak dilengkapi 
dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwajib, hal tersebut 
dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan 
persidangan yang diakui oleh terdakwa secara jujur bahwa alat bukti 
tersebut adalah miliknya. 
Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan 
pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas (nulum 
delictum) yang mana dirumuskan dalam KUHP Pasal 1 ayat (1), 
sebagai berikut: 
“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas 
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang 
ada terdahulu dari pada perbuatan itu.” 
Jadi apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak 
terpenuhi unsurnya maka tidak dapat dikategorikan kedalam delik 
atau perbuatan pidana. 
Analisis penulis terhadap perkara ini sudah dapat tepat karena 
dalam penerapan hukum pidana materil yang dilihat adalah dari segi 
tanggung jawab pidananya, maka pertanggung jawaban pidana atau 
kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu 
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kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan 
dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap 
terdakwa yang berhubungan dengan kelakuannya (disengaja/tidak 
disengaja) serta tidak ada alasan pembenar atau alasan yang 
menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. 
Mengingat hal di atas, maka unsur kemampuan bertanggung jawab 
dapat dipenuhi, kecuali kalau jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, 
hakim memerintahkan sekalipun tidak dimintakan oleh pihak 
terdakwa. Sedangkan terdakwa dalam hal ini terlihat baik-baik saja, 
tidak adanya tanda-tanda yang menunjukkan jiwanya tidak normal. 
Selanjutnya dalam penerapan undang-undangnya penulis 
beranggapan bahwa undang-undang yang diterapkan majelis hakim 
sudah tepat yakni Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat 
bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana secara tanpa hak 
membawa atau menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh anak 
dalam Perkara Putusan No.131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks, telah 
sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana 
dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik. 
Setelah penulis menganalisis dakwaan penuntut umum dalam kasus 
tersebut diatas, maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki 
sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara 
cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun 
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mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan 
disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat 
perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut 
penulis dakwaan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai 
dengan pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Membawa atau 
Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak. 
 
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim 
berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang 
statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan  
persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu 
para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering 
diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari 
keadilan. 
Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah 
keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita 
memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan 
hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi 
juga memenuhi rasa keadilan. 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim 
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dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No.131/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks, yaitu sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hakim 
 
Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam 
surat dakwaan Nomor Register Perkara : 
PDM – 85 / MKS /Epp.2 /05 /2016 tertanggal 02 Mei 2016 yang 
melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 (1) UU No. 






Terdakwa Muhammad Fikril Bin Nawir, pada hari Rabu Tanggal 
20 April 2016 sekitar pukul 04.30 wita, atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam Bulan April 2016, bertempat di Mesjid Al-Fitrah di 
Jalan Baji Rupa Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, terdakwa dengan niat sudah ada untuk berbuat kejahatan 
dan sudah memulai kejahatan itu tapi perbuatan tersebut tidak 
selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul 
kemudian, tidak terletak pada kemauan terdakwa itu sendiri, telah 
berusaha mengambil barang berupa Kotak Amal Mesjid Al-Fitrah, 
yang sama sekali atau sebagian kepunyaan saksi korban Lk. Yusril 
sebagai pihak dari Mesjid AL-Fitrah atau orang lain selain terdakwa, 
dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, 
yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk 
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 
memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, 
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, anak Lk. 
Muhammad Fikril Bin Nawir bersama temannya berjalan pulang 
kerumah masing-masing, namun anak Lk. Muhammad Fikril Bin 
Nawir melihat di Mesjid Al-Fitrah masih gelap dan sepi maka 
anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir singgah, sementara teman-
temannya langsung pulang kerumahnya. Kemudian anak Lk. 
Muhammad Fikril Bin Nawir bermaksud untuk masuk kedalam 
Mesjid melalui gudang, lalu anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir 
mendekati pintu gudang lalu mencoba mencungkil gemboknya 
dengan memakai anak busur/panah, namun tidak bisa terbuka, 
maka anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir mengambil korek gas, 
dan membakar sampai panas lubang tempat anak kuncinya, dan 
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sekitar lima menit, gembok itu terbuka, lalu anak Lk. Muhammad 
Fikril Bin Nawir masuk kedalam gudang mesjid, ternyata didalam 
gudang tidak ada pintu masuk kedalam mesjid, dan pada saat itu 
saksi Lk. Yusril bersama Lk. Suriadi alias Aco lewat didepan 
mesjid dan melihat tanda-tanda mencurigakan didalam mesjid 
lalu mereka melihat masuk kearah mesjid tiba-tiba anak Lk. 
Muhammad Fikril Bin Nawir berlari keluar dari mesjid lalu saksi 
Lk. Yusril dan saksi Lk. Suriadi alias Aco mengejar dan berhasil 
menangkapnya dan setelah diinterogasi anak Lk. Muhammad 
Fikril Bin Nawir mengakui akan mengambil kotak amal di dalam 
mesjid dan uangnya rencana dipakai untuk membeli makanan 
dan lem untuk dihisap. Selanjutnya anak Lk. Muhammad Fikril 




Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama 
diatas ia anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir, secara tanpa hak 
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 
mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk 
atau senjata tajam lainnya berupa 1 (satu) batang anak busur/panah 
dan 1 (satu) buah ketapel yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak Lk. 
Muhammad Fikril Bin Nawir masuk ke Mesjid Al-Fitrah dan 
mencoba untuk mengambil kotak amal mesjid namun perbuatan 
anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir diketahui oleh saksi Lk. 
Yusril dan Lk. Suriadi alias Aco sehingga saksi Lk. Yusril dan Lk. 
Suriadi alias Aco mengejar anak Lk. Muhammad Fikril Bin Nawir 
dan berhasil menangkapnya dan setelah diperiksa saksi Lk. 
Yusril menemukan 1 (satu) batang anak panah/busur yang 
terbuat dari besi dan tali rapiah warna hijau serta 1 (satu) buah 
busur terbuat dari besi dengan karet infus warna kuning di dalam 
saku celananya bagian belakang yang diakui anak Lk. 
Muhammad Fikril Bin Nawir sebagai miliknya untuk jaga diri 




Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) 
UU No. 12 Tahun 1951. 
 
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar 
keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Suriadi alias 
Aco dan Saksi Heru Rafli sesuai dengan berita acara; 
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Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar 
keterangan terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam 
berita acara; 
 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan 
anak tersebut saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan 
kesimpulan bahwa anak tersebut telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah atas tindak pidana melakukan tindak pidana 
“Secara tanpa hak atau menyimpan senjata tajam”; 
 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka anak tersebut 
akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan 





- Perbuatan pelaku anak meresahkan masyarakat dan 




- Pelaku anak mengakui perbuatannya dan menyesali serta 
berjanji tidak akan mengulanginya ; 
- Pelaku masih muda (dibawah umur) 
 
Menimbang, bahwa masa tahanan anak tersebut harus di 
perhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan; 
 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka anak tersebut 
harus dibebani pula membayar biaya perkara; 
 
             2.      Amar Putusan 
 
Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini 
adalah sebagai berikut : 
M E N G A D I L I 
 
1. Menyatakan anak Muhammad Fikril Bin Nawir telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Membawa atau menyimpan senjata tajam”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara di Lembaga Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial (LPKS), dalam hal ini Panti Sosial 
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Marsudi Putra Toddopuli Makassar selama 5 (lima) bulan; 
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
3. Memerintahkan agar anak tetap ditahan; 
4. Memerintahkan barang bukti berupa: berupa 1 (satu) buah anak 
panah dan 1 (satu) buah busur, dirampas untuk dimusnahkan; 
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
 
3. Komentar Penulis 
 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai 
keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat 
bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan 
keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber 
dari segala hukum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan 
tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga 
pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang 
terjadinya tindak pidana tersebut. 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, 
asas-asas dan keyakinan yang kukuh yang berlaku didalam 
masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi 
perlu dimiliki oleh hakim. 
Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan, antara lain : 




2. Keadaan psikologis terdakwa setelah di pidana. 
 
3. Keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman. 
 
Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, majelis 
hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, 
terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan 
serta tetap memperhatikan undang-undang pengadilan anak dan 
tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal- 
hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus 
mempertanggung jawabkan perbuatanya sesuai dengan putusan 
yang dijatuhkan oleh majelis hakim. 
Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas penulis 
uraikan dengan membaginya kedalam 2 bagian. Bagian pertama 
adalah  pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  dan pertimbangan yang 
bersifat non yuridis. Masing-masing akan dibahas
 pada bagian berikut : 
1. Pertimbangan yuridis 
 
Pertimbangan pengadilan negeri yang didasarkan kepada 
fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi 
sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam 
peraturan perundang-undangan dan dapat kita sebut sebagai 
pertimbangan yuridis. Seperti halnya pertimbangan yang terdapat 
dalam putusan No. 131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. 





Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik 
melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan 
dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. 
Dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis pada 
putusan No. 131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks, yaitu : 
1. Latar belakang terdakwa 
 
2. Akibat perbuatan terdakwa 
 
3. Kondisi diri terdakwa 
 
Bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar sudah sangat tepat karena dilihat dari fakta-fakta yuridis 
yang terungkap di dalam persidangan. 
Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum  
hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam Perkara Putusan No. 
131/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks, bahwa sanksi yang  diberikan 
sudah tepat jika melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal yang 
meringankan dari terdakwa. Yang dimana perbuatan terdakwa dapat 
meresahkan masyarakat. Dengan pemberian penjara oleh hakim 
telah tepat, tidak memungkinkan ada sesuatu yang membuat 









Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan 
hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup 
skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa 
Muhammad Fikril Bin Nawir telah sesuai dengan dakwaan yakni 
Pasal 2  ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang 
penyalahgunaan senjata tajam (menyimpan, membawa, menguasai, 
dan atau memiliki senjata tajam atau senjata penusuk). Dengan 
terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan pembenar atas 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus 
mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh majelis hakim, dengan menjalani pidana penjara 
selama 5 (lima) bulan dan membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
2. Dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan- 
pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang 
bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP, serta 
terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan 
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serta undang-undang pengadilan anak dan tidak ada alasan 
pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim 
yang telah memutus perkara ini yaitu karena perbuatan terdakwa 
dapat meresahkan masyarakat, terdakwa mengakui perbuatannya 
dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 
B. Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Pihak penuntut umum dan majelis hakim harus lebih jeli dalam hal 
memeriksa perkara sehingga dapat mengurai dengan tegas unsur-
unsur tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai senjata 
penikam atau penusuk, sehingga dapat dengan menjerat pelaku 
lainnya serta lebih jeli dalam menentukan pertanggung jawaban 
pidana terhadap pelaku tindak pidana, serta harus memperhatikan 
adanya kesalahan yang dilakukan, kemampuan bertanggung jawab 
serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan yang menghapus 
pertanggung jawaban bagi terdakwa dalam penerapan Pasal 2 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. 
2. Putusan yang ringan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bisa saja 
membuat pelaku tidak merasakan efek jera dan dapat sewaktu-waktu 
mengulangi perbuatannya kembali. Oleh sebab itu, disini diperlukan 
keseriusan dan kehati-hatian oleh penegak hukum baik jaksa sebagai 
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penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan agar 
dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu 
perkara, maupun bagi hakim agar putusan tersebut dapat 
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